LEMBARAN -DAZXRAH.
KABUPATIN DATRAE TINGKAT II BAN TAENG.

—

F

;
( SER B.
NOMOR 2. OKTOBER. 1977 .

o s n o o o o o o n T= o S e G S e o e o S T T e o N WS R G G0 e emn an e S R S T 1 D wn % RS L gy ) e €% S o

DEWAN PZRWAKILAN RAKYAT DAZRAH
ATEN, BANTAING .

PERATURAN .. "RAH KABUPATEN BANTAZNG .
NO. 7/DPRD/L%70.
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEJAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BANTAENG.
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
TANDA NOMOR BAGI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
Pasal 1.

Fotentuan Unum :
gamg dimaksud ¢~l: Peraturan Daerah ini dengan :

a.Kendaraan tidak bermotor,ialah alat2 angkutan darat,baik

untuk dipersewakan maupun tidak,yang tidak digerakkan de

‘] ngan tenaga mesin , yaitu : bendi - gerobak - Roda-Tiga-
dan sejenisnya, kecuali sepeda.

b.Tanda nomor : ialah sebagali bukti pendaftaran atas sesu-
atu kendaraan dimaksud diatas,yang diberi tanda nomor,se
suai nomor urut pendaftarannya,didahului dengan huruf/ -
kode “BT" sebagal singkatan nama T~.rah Kab.Bantaing.

¢. Kendaraan yang. «.coeosceo
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c.Kendaraan yang berdomicili dalam Daerah Kab.Bantaling,ia-
lah kendaraan yang dimaksud sub a pasal ini,yang sudah-
berada dan/atau dimiliki oleh penduduk se-kurang?nya sa
tu bulan dalam Daerah Kabupaten Bantalfng.

Pasal 2.,

Pendaftaran dan tanda nomor kendaraans:

1.Setiap kendaraan yang dimaksud pada pasal 1 sub a Pera-
turan Daerah ini,yang berada dijalan wajib mempunyai tan
da +yang jelas kelihatan,berupa nomor dan satu atau le-

“‘bih huruf pengenél.

2.Tanda nomor dan huruf pengenal tersebut diatas,dikel{ﬂr
kan oleh Bupati Kepala Daerah atau petugas yang diunyuk
olehnya,atas permintaan pemilik atau pemegang kendaraan
yang bersangkutan,se-kurang2nys dalam jangka waktu satu §
bulan, sesudah kendaraan yeng dimilikinya/dipegangnya ben
ada dan berdomicili dalam Daerah Kabupaten BantafEng.

3.5ebagai bukti,bahwa pemegang atau pemilik telah disahkan|
mempergunakan nomor yang dimaksud ayat (2) pasal ini pa
da kendaraan yang bersangkutan,kepadanya diberikan tan-
da nomor atas namanya. ‘

4.Tanda nomor dipergunakan untuk satu kendaraan yang di u@
nyatakan didalamnya. “

5.Tanda nomor berlaku untuk jangka waktu 2(dua) tahun,ter
hitung mulai pada saat tanda nomor dikeluarkan.

6.Bentuk tanda nomor dimaksud diatas,baik ukuran warnal an
Cara memasangnya,diatur dengan Surat Keputusan Bupati -
Kepala VYaerah.

I/ .Tidak diberikan tanda nomor

a.Untuk kendaraan yang telah memperoleh tanda nomor se-
belum dan sesudah Peraturan Daerah ini berlakuykeqL‘li
apablla tanda nomor yang lama itu dikembalikan,ata
apabila dapat diberikan penjelasan yang layak diterimg
bahwa pemgembaliannya tidak memungkinkan lagi,

b.Kepada orang yang memasukkan permintaan untuk ini,anpg
bila belum lagi liwat 3 (tiga) bulan sesudah suatu tazy

da nomor atas namanya berlaku lagi atas keputusan ha-
kdni.
O.Tanda nomor tidak berlaku Lagd v

-Apabila kendaraan itu diadakan perobahan,sehingga me-
nyimpang dari data?2 yang ada pada tanda nomor yang be
sangkutan.

b.Sesudah saBu bulan, terhitung dari saat pemindahan ten
pat dari kendaraan bersangkutan,baik kedalam maupu% 5

1y aerah Kab .Banta® ] . '
Keluar Doerah Kab .Bantaing. T R g
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c.Sesudah satu bulan,terhitung dari sast orang
??rfk?n ﬁanda nomor itg atas hamanya,tidak 1
a1 pemegang kendaraan itu.
d.Apabila telgh dikeluarkan tands nomer Vlabin i
raan yang bersangkutan.
Pasal 3.
Biaya Administrasi :
1,Ugtuk tiap2 tanda nomor yang dikeluarkan,dibaya
administrasi. "
2.Blaya Administrasi tersebut diatas,ditetapkan s
riket 2
£ BT BEmAT e e e, o RS RE Bl o
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3.Pembayaran biaya administrasi tersebut diatas,dz
secara tumnal oleh pemilik/pemegang kendaraan yal
kutan,pada waktu tanda nomor diperolehnya.
4.Kevangan yang diperokeh atas pelaksansan Peratu:
ini,diatur penggunaannya dengan surat Keputusan
Kepala Dderah.
Pasel . 4.

Sanksi/Ancaman Hukuman.
l.Diancam dengan hukuman Penjara se-lamaZnya 3 (:
atau denda se-tinggiZnya Rp.1.000,- (seribu rup:
pemilik/pemegang kendaraan dimaksud dalam Peratt
rah ini yang tidak mentaati dan mengindahkan ket
yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
2.Ancaman hukuman dimaksud ayat (1) pasal aLia L TeL 1L T0)
pula bagi barang siapa vang
a.lMemberikan keterangan yang tidak benar atau ti
burna, sewaktu memasukkan permintaan untuk men
tanda nomor. :
b.Membubuhi nomor atau huruf pada kendaraan yagpg
kutan,déngan maksud untuk mempersukar mengenal
nomor yang dimaksud pada pasal 2.
c.Membubuhi tanda nomor Pada kendaraan yang bers
yang tidak sesuail dengan ketentuan yang diatur
sal 2,
d.lengemudikan kendaraan yvang bersangkutan,apabi
Pat mengira dengan alasan yang sepatutnya,bahw
kendaraan yang bersangkutan itu, telah dibubuh
a2tau huruf yang dimaksud sub b, dan/atau dibub

@a_nomor yang salah sesuai yang dimaksud sub ¢
ard .,

@.Dengan senga]
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e.Dengan sengaja menggunakan suatu tanda nomor yang Se
benarnya dikeluarkan dan berlalm untuk kendaraan lain. |
Pasal . 5. |
Ketentuan FPenutup . B B o |
1.Hal?2 yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini,skan |
diatur dengen Surat Keputusan Bupati gepaig Daerah. (
2.Feraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah !

diundangkan dan mempunyai daya-surut sampai dengan tang
gal ditetapkannya.-
DITETAPKAN DI : BANT A EN G
PiDA TANGGAL : 14 PEBRUART 197C

S - e s O _.( o i
An .DEWAN PERWAKILAN RAKXAT DABRAH -
KABUPATIN BAN TAENG.

B2 U A,

- MENGETABEUI : ;
BUPATI KEPALA DAXRAH KAB.
BANTAENG,
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(2) .Materi dari Peraturan Daerah inipy
pas dari pada penggarisan yang dis
Perundangan dimaksud diatas Yang b
ngan pemberian tanda nomor bagi ke

moGor.
(3).Mengingat bahws

Pasal 12 Undang-un

hun 1965 tentang Lalu-lintas dan 4
Raya,mengsariskan bahwa Daerah Tk,

Peraturan? Umnum

mengenai kendaraan

tor,maka tidaklah berarti,bahwa 4i
Peraturan Daersh ini,Pemerintsh Da.
Bantaing telan nelakukan defiasi da:
nya tetapi adalah Justeru untuk mer
landasan hukum bagl pemberian nomos

dak bermotor di

Daerah ini,dimans ¢

telah berlaku sudan sejak lamg.

Caip/ 0 Cap/ttd. | (4) .ipabils ternyata kemudian,bahwa Peq

oy ol X
Ry B JAZID NASAR ) .- tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan
(BT T H 40 ), ( S.JAZID FASAR ) tapkan Peraturan Daerah yang mengat

Peraturan Daerah ini diperlakukan ber-
dasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-un -

materi dari Pers

turan Daerah ini ma

dirinya Pe

raturan Daerah ini batal

dang No. 5 Tahun 1974. - II. PASAL DEMI PASAT :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Tingka¥ Il Bantalng No. 2 Seri B. C
bada tanggal 29 Oktober 1977. i

4 ekretaris Dasral,
Er e e M S e
W L 5 ——— ,,\‘!U \M\ /L("ﬂ-&:———_»
( Drs. Qomar Remaruddin ).- i

WP : 0100B4735.~

PENJELASAN :
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%17.%é§éturan Deerah ini,yang mengatur tentang kewaglbaA
mengeunakan tanda-nomor pada kendaraan tidak bermo-
Lor aalam Daerah Kab.Bantafng,didasarkan kepad; pa-
sal 14 Undang-undong Ialu-lintas Jala (wegverkeers
Ondonantie) stb1.1933 BO.86 sebagainana telah dlubah‘
dan ditambah dengan Undang? No.7 tahun 1951 dan ter
akhir dengan Undang? No.3 tahun 1965.

(2) Metort, dard.e eoceeons -




